PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Uridiatigng
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undauuigitd
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reirib
Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadgptu?an
Daerah yang berlaku di kota Pontianak ;

bahwa peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingka
Pontianak Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hdsel
Restoran perlu dilakukan penyesuaian sesuai dekggmtuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimaanauedsatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Leraba
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan &emb
Negara Nomor 1820 ) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &car
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Ta88n
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakalDakan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No#dgr
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686, yang telabaliu
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaranradlega
Nomor 3686) ;



10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagiha
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara TahuhN®@8@or
42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tz0h
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Taamba
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi &ebag
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangk Pa
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Taamba
Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewgaman
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah TahudO 20
Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menetapkan :

dan

WALIKOTA PONTIANAK

ME MUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PAJAK
RESTORAN

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusainyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Pontianak ;

C.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.



DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotdi&#aak ;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas PendapathDKeta Pontianak;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pontianak ;

Pajak Restoran adalah pajak daerah atas pelayasiorén.

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyam&pnan dan atau
minuman yang disediakan dengan dipungut bayardak tiermasuk usaha
jasa boga atau katering.

Pengusaha Restoran adalah setiap orang atau Badd&wumH yang
menyelenggarakan usaha restoran untuk dan ataswansendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuisyagkiat SPTPD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melegomperhitungan dan
pembayaran pajak yang terhutang menurut peratueann@ang-undangan
perpajakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dasin§8PD adalah surat
yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakupambayaran atau
penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah tmiewpat lain yang
ditetapkan oleh Kepala daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyaghisirSKPD adalah surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajaktgahutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yatanjsénya disingkat

SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukanrmgsgumlah pajak

yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekgam pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yaagh harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambghag selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang meken tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan :

Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar yang jsgig/a disingkat

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan junkatebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak leb#sar dari pajak yang
terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutdigingkat SKPDN
adalah surat Keputusan yang menentukan jumlalk gajag terhutang sama
besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak tenigudan tidak ada kredit
pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diainggngan STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksirastnasi berupa bunga
dan atau denda ;



1)
(@)

3)

1)

(2)

Billing sistem adalah sistem pemungutan berupaaddfarga menu yang
dibuat/diisi oleh pengusaha restoran/rumah makanryg ydiberikan kepada
subyek pajak sebagai bukti pembayaran.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangikditaksecara teratur
untuk mengumpulkan data atau informasi yang melieadaan harta,
kewajiban atau utang, modal, penghasilan danabsegrta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yartigpdiiengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan perhitungatahayi
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mememngumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalargkaapengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak ataggmela di restoran.

Obyek Pajak ialah setiap pelayanan yang disedidkeaigan pembayaran di
Restoran.

Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iRasaeliputi Usaha
Penjualan makanan dan atau minuman yang disertagade fasilitas
penyantapan, baik yang bersifat permanen maupak fp@rmanen, seperti
restoran, rumah makan, rumah minum, kantin, cafetararung kopi, dan
pedagang kaki lima atau tempat-tempat lainnya yaremyediakan dan
menjual makanan dan atau minuman.

Pasal 3

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi ataarbgdng melakukan
pembayaran kepada restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

BAB I

DASAR PENGENAAN TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayarandjakgkan kepada restoran
dan sejenisnya.



Pasal 5

(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling rendabesar 5% (lima persen) dan
paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen)dimar pengenaan pajak.

(2) Persentase pengenaan tarif sebagaiimana dichakst (1) disesuaikan dengan
klasifikasi restoran yang akan ditetapkan dengaatéd@n Kepala Daerah .

Pasal 6
Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung aeiegra mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan DaggerRam Pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 4.

Pasal 7

Pajak Restoran yang terhutang dipungut diwilayaherBla tempat restoran
berlokasi.

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTAN@AN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang eman(satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak Restoran terutang dalam masa pajak terjadi ga@at pembayaran di restoran.

Pasal 10

(1) Setiap wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasdlarus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani Wb Pajak atau
kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harumpmhfiean kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selandmabdtnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkeh Kepala Daerah.

BAB V

TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK



